BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur
dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4., Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan  Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 799);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor ... Tahun 2024
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor ... Seri ...);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

7. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak
lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

8. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah
milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik
Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan
pengembalian pokok pinjaman.

PO
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Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam
1 (satu) tahun anggaran.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih
Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan Kkerja perangkat daerah atau
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan
keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

a.

Pendapatan daerah

1. semula Rp. 4.908.517.240.058,00
2. bertambah Rp. 157.713.395.590,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 5.066.230.635.649,00
Belanja Daerah

1. semula Rp. 5.258.517.240.058,00
2. bertambah Rp. 370.615.761.139,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 5.629.133.001.197,00

Pembiayaan daerah

1. Penerimaan pembiayaan
a) semula Rp. 370.000.000.000,00

b) bertambah Rp. 201.902.365.548,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp. 571.902.365.548,00

2. Pengeluaran pembiayaan

a) semula Rp. 20.000.000.000,00

b) berkurang (Rp.__11.000.000.000,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 9.000.000.000,00

setelah perubahan

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan  Rp. 562.902.365.548,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00
Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1,
bersumber dari:

a.

(1)

Pendapatan asli daerah
1. semula Rp. 1.983.134.798.058,00

2. bertambah Rp. 134.941.256.404,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 2.118.07 6.054.462,00
Pendapatan transfer

1. semula Rp. 2.924.308.442.000,00
2. bertambah Rp. 22.772.139.187,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan  Rp. 2.947.080.581.1 87,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. semula Rp. 1.074.000.000,00

2. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang

sah setelah perubahan Rp. 1.074.000.000,00
Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,

bersumber dari:

a. Pajak daerah;
1. semula Rp. 1.217.200.000.000,00



2. bertambah Rp. 19.050.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 1.236.250.000.000,00
b. Retribusi daerah;

1. semula Rp. 54.529.180.700,00

2. bertambah Rp 757.141.615.154,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 811.670.795.854,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1. semula Rp. 34.182.565.119,00

2. bertambah Rp. 4.112.189.394,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 38.294.754.513,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yangsah;

1. semula Rp. 677.223.052.239,00

2. berkurang (Rp.__645.362.548.144,00)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah setelah perubahan Rp. 31.860.504.095,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
bersumber dari:

a.

Transfer pemerintah pusat

1. semula Rp. 2.457.758.442.000,00
2. bertambah Rp. 11.630.943.187.,00
Jumlah transfer pemerintah pusat |
setelah perubahan Rp. 2.469.389.385.187,00
Transfer antar daerah
1. semula Rp. 466.550.000.000,00
2. Bertambah Rp. 11.141.196.000,00
3. Jumlah transfer antar daerah setelah

perubahan Rp. 477.691.196.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf ¢, bersumber dari:
a. Pendapatan hibah

1. semula Rp. 1.074.000.000,00
2. bertambah/ (berkurang) Rp. 0.00
Jumlah pendapatan hibah setelah

perubahan Rp. 1.074.000.000,00
Dana darurat

1. semula Rp. 0,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 0.00
Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00

Lain-lain pendapatan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan

1. semula Rp. 0,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 5
Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2,
terdiri dari:

a. Belanja operasi;
1. semula Rp. 3.931.253.589.084,00



2. bertambah
Jumlah belanja operasi setelah perubahan

Rp.

243.767.411.700,00

b. Belanja modal;

1. semula Rp.
2. bertambah Rp.
Jumlah belanja modal setelah perubahan  Rp.
c. Belanja tidak terduga;
1. semula Rp.
2. bertambah Rp.
Jumlah belanja tidak terduga setelah
perubahan Rp.
d. Belanja transfer;
1. semula Rp.
2. bertambah Rp.
Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.

Rp. 4.175.021.000.784,00

711.439.396.611,00
99.665.363.453,00

811.104.760.064,00

25.000.000.000,00
4.627.869.993,00

29.627.869.993,00

590.824.254.363,00
22.555.115.993,00

Pasal 6

613.379.370.356,00

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri
dari:

a.

(2)

Belanja pegawai
1. Semula

Rp. 1.815.377.875.900,00

27.930.225.559,00

2. bertambah Rp.
Jumlah belanja pegawai setelah
perubahan Rp.

. Belanja barang dan jasa

1.843.308.101.459,00

Rp. 1.660.452.676.560,00

194.209.322.381,00

Rp. 1.854.661.998.941,00

0,00
600.000.000,00

600.000.000,00

2.520.000.000,00
0,00

2.520.000.000,00

356.771.316.624,00
9.292.188.760,00

366.063.505.384,00

96.131.720.000,00
11.735.675.000,00

1. semula

2. bertambah Rp.

Jumlah belanja barang dan jasa setelah

perubahan

Belanja bunga

1. semula Rp.

2. bertambah Rp.

Jumlah belanja bunga setelah

perubahan Rp.
. Belanja subsidi

1. semula Rp.

2. bertambah Rp.

Jumlah belanja subsidi setelah

perubahan Rp.

Belanja hibah

1. semula Rp.

2. bertambah Rp.

Jumlah belanja hibah setelah

perubahan Rp.

Belanja bantuan sosial

1. semula Rp.

2. bertambah Rp.

Jumlah belanja bantuan sosial setelah

perubahan Rp.

dari :

a.

Belanja modal tanah
1. semula
2. bertambah

Rp.
Rp.

107.867.395.000,00

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri

30.000.000.000,00
200.000.000,00
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Jumlah belanja modal tanah setelah

perubahan Rp. 30.200.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin

1. semula Rp. 160.045.217.764,00

2. bertambah Rp. 59.967.876.133,00

Jumlah belanja modal peralatan

dan mesin setelah perubahan Rp. 220.013.093.897,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan

1. semula Rp. 223.596.379.463,00

2. bertambah Rp. 27.163.640.780,00

Jumlah belanja modal gedung

dan bangunan setelah perubahan Rp. 250.760.020.243,00
d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

1. semula Rp. 297.112.286.384,00

2. bertambah Rp. 12.292.646.540,00

Jumlah belanja modal jalan, jaringan,

dan irigasi setelah perubahan Rp. 309.404.932.924,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya

1. semula Rp. 135.513.000,00

2. bertambah Rp. 20.500.000,00

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp. 156.013.000,00
f. Belanja modal aset lainnya;

1. semula Rp. 550.000.000,00

2. bertambah Rp. 20.700.000,00

Jumlah Belanja modal aset lainnya

setelah perubahan Rp. 570.700.000,00

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c, yaitu:

a. semula Rp. 25.000.000.000,00
b. bertambah Rp 4.627.869.993,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan Rp. 29.627.869.993,00

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
terdiri dari:
a. belanja bagi hasil

1. semula Rp. 127.172.918.070,00

2. bertambah Rp. 9.508.160.486,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah

perubahan Rp. 136.681.078.556,00

b. Belanja bantuan keuangan

1. semula Rp. 463.651.336.293,00

2. bertambah Rp. 13.046.955.507,00

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp. 476.698.291.800,00
Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
angka 3, terdiri dari:
a. Penerimaan pembiayaan

1. semula Rp. 370.000.000.000,00
2. bertambah Rp. 201.902.365.548,00

Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 571.902.365.548,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1. semula Rp. 20.000.000.000,00
2. berkurang (Rp.__ 11.000.000.000,00)




8

Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 9.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a, terdiri dari:

(2)

a.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. semula Rp. 310.000.000.000,00
2. bertambah Rp.  201.902.365.548,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnyasetelah perubahan Rp. 511.902.365.548,00

. Pencairan dana cadangan

1. semula Rp. 0,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pencairan dana cadangan

setelah perubahan Rp. 0,00
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. semula Rp. 0,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00
Penerimaan pinjaman daerah

1. semula Rp. 60.000.000.000,00
2. berkurang (Rp.___60.000.000.000,00)
Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah perubahan Rp. 0,00
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1. semula Rp. 0,00
2. bertambah Rp. 0.00
Jumlah penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

1. semula Rp. 0,00
2. bertambah Rp. 60.000.000.000,00
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya

sesuaidengan ketentuan peraturan

perundang-undangan setelah perubahan Rp. 60.000.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b, terdiri dari:

a.

Pembentukan dana cadangan

1. semula Rp. 0,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah perubahan Rp. 0,00
Penyertaan modal daerah

1. semula Rp. 0,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penyertaan modal daerah

setelah perubahan Rp. 0,00

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
1. semula Rp. 20.000.000.000,00



2. bertambah Rp. (20.000.000.000,00)
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. semula Rp. 0,00
2. bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan Rp. 0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
1. semula Rp.
2. bertambah , Rp.
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah perubahan Rp.

0,00
9.000.000.000,00

9.000.000.000,00

Pasal 9
Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
a. LampiranI Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil
dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) dengan Rancangan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas
Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah dan AsetLain- Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam
Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
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o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Agustus 2024
WAKIL BUPATI SIDOARJO,
ttd
SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2024

DAERAH
SIDOARJO,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 2 SERI A

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 182-
7/2024



KABUPATEN SIDOARJO
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

Lampiran | : Peraturan Daerah Kabpaten Sidoarjo

Nomor

: 7 Tahun 2024

Tanggal : 23 Agustus 2024

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

JUMLAH (Rp)

KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN DAERAH
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.983.134.798.058,32 2.118.076.054.462,00 134.941.256.403,68
4.1.01 Pajak Daerah 1.217.200.000.000,00 1.236.250.000.000,00 19.050.000.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 54.529.180.700,00 811.670.795.854,00 757.141.615.154,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 34.182.565.119,00 38.294.754.513,00 4.112.189.394,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 677.223.052.239,32 31.860.504.095,00 -645.362.548.144,32
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.924.308.442.000,00 2.947.080.581.187,00 22.772.139.187,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.457.758.442.000,00 2.469.389.385.187,00 11.630.943.187,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 466.550.000.000,00 477.691.196.000,00 11.141.196.000,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.074.000.000,00 1.074.000.000,00 0,00
4.3.01 Pendapatan Hibah 1.074.000.000,00 1.074.000.000,00 0,00
Jumlah Pendapatan 4.908.517.240.058,32 5.066.230.635.649,00 157.713.395.590,68
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 3.931.253.589.084,00 4.175.021.000.784,00 243.767.411.700,00
5.1.01 Belanja Pegawai 1.815.377.875.900,00 1.843.308.101.459,00 27.930.225.559,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.660.452.676.560,00 1.854.661.998.941,00 194.209.322.381,00
5.1.03 Belanja Bunga 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00
5.1.04 Belanja Subsidi 2.520.000.000,00 2.520.000.000,00 0,00
5.1.05 Belanja Hibah 356.771.316.624,00 366.063.505.384,00 9.292.188.760,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 96.131.720.000,00 107.867.395.000,00 11.735.675.000,00
5.2 BELANJA MODAL 711.439.396.611,00 811.104.760.064,00 99.665.363.453,00
5.2.01 Belanja Modal Tanah 30.000.000.000,00 30.200.000.000,00 200.000.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 160.045.217.764,00 220.013.093.897,00 59.967.876.133,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 223.596.379.463,00 250.760.020.243,00 27.163.640.780,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 297.112.286.384,00 309.404.932.924,00 12.292.646.540,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 135.513.000,00 156.013.000,00 20.500.000,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 550.000.000,00 570.700.000,00 20.700.000,00
53 BELANJA TIDAK TERDUGA 25.000.000.000,00 29.627.869.993,00 4.627.869.993,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 25.000.000.000,00 29.627.869.993,00 4.627.869.993,00
5.4 BELANJA TRANSFER 590.824.254.363,00 613.379.370.356,00 22.555.115.993,00
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 127.172.918.070,00 136.681.078.556,00 9.508.160.486,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 463.651.336.293,00 476.698.291.800,00 13.046.955.507,00
Jumlah Belanja 5.258.517.240.058,00 5.629.133.001.197,00 370.615.761.139,00
Total Surplus/(Defisit) -349.999.999.999,68 -562.902.365.548,00 -212.902.365.548,32
6 PEMBIAYAAN DAERAH
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JUMLAH (Rp)

KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
1 2 3 4

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 370.000.000.000,00 571.902.365.548,00 201.902.365.548,00
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 310.000.000.000,00 511.902.365.548,00 201.902.365.548,00
6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 60.000.000.000,00 0,00 -60.000.000.000,00
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00
6.1.06 B B o Undamaasa Sesual dengan Ketentuan 0,00 60.000.000.000,00 60.000.000.000,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000,00 9.000.000.000,00 -11.000.000.000,00
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 20.000.000.000,00 0,00 -20.000.000.000,00
6.2.05 ﬁg;‘;ﬁ'r‘;ri,“eEﬁ]';‘:%yfmgsg‘f sesuai dengan Ketentuan 0,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000.000,00 9.000.000.000,00 -11.000.000.000,00

Pembiayaan Netto 350.000.000.000,00 562.902.365.548,00 212.902.365.548,00
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,32 0,00 -0,32

WAKIL BUPATI SIDOARJO
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